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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh pendidikan dan
pelatihan serta motivasi kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik, menjelaskan
seberapa besar pengaruh pendidikan dan pelatihan pegawai terhadap kualitas pelayanan
publik dan menjelaskan seberapa besar pengaruh motivasi kerja pegawai terhadap kualitas
pelayanan publik.

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan
bahwa dari hasil estimasi parameter model struktural menunjukkan bahwa nilai statistik y?
pada derajad kebebasan (db) 42 sebesar 36.32 dengan p-value sebesar 0.71803 > 0,05 dan t-
value 2,37 > 1,96 maka Pendidikan dan pelatihan serta motivasi kerja pegawai memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Nilai parameter yi11 sebesar
0,52 dengan t-value 4.51 > 1,96 yang menunjukan efek langsung pendidikan dan pelatihan
terhadap kualitas layanan publik sebesar 52,00% sehingga menyatakan bahwa Pendidikan
dan pelatihan pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan
publik. Nilai parameter 21 sebesar 0,61 dengan t-value = 5,81 > 1,96 yang menunjukan efek
langsung motivasi kerja terhadap kualitas layanan publik sebesar 61,00% sehingga
menyakan bahwa Motivasi kerja pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kualitas pelayanan publik.

Kata Kunci : Pendidikan, Motivasi, Pelayanan, Universitas Muhammadiyah Buton

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab tidak saja bermakna
sebagai peluang, tetapi juga tantangan
bagi pemerintah daerah dan masyarakat-
nya. Otonomi daerah memang memberi
kesempatan yang besar kepada peme-
rintah dan masyarakat untuk mengatur,
melayani dan memenuhi kebutuhan me-
reka dalam rangka hidup bermasyarakat

dan berpemerintahan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae-
rah menurut Kosasih (2002:7) merupa-
kan wujud nyata dari seluruh kehendak
rakyat Indonesia untuk melaksanakan
cita-cita desentralisasi dan otonomi dae-
rah. Untuk memberdayakan dan me-
ningkatkan peran serta masyarakat dalam
menyelenggarakan otonomi daerah dan
Untuk memberikan kewenangan yang

luas, nyata dan bertanggung jawab kepa-
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da pemerintah daerah sehingga dapat
memberikan pelayanan dan kesejahtera-
an yang lebih baik kepada masyarakat
dan agar daerah mampu bergerak lebih
cepat serta bereaksi lebih dinamis ter-
hadap tantangan-tantangan yang akan
dihadapi dimasa mendatang terutama
dalam ling-kungan dunia yang makin me-
ningkat.

Menurut Kaloh (2002 : 6), bahwa mak-
na otonomi daerah itu sendiri yang lahir
dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan
efektifitas manajemen penyelenggaraan
pemerintahan yang bertujuan untuk
memberikan pelayanan yang lebih baik
kepada masyarakat, hal yang sama di-
kemukakan oleh Fesler dan Lehmans
(dalam Kaloh, 2002: 6-7) bahwa “disisi
lain tuntutan otonomi daerah seharusnya
dipandang sebagai upaya untuk mengatur
kewenangan pemerintahan sehingga se-
rasi dan fokus pada tuntutan dan ke-
butuhan masyarakat”.

Kewenangan yang diberikan pemerin-
tah tersebut tidak secara otomatis berarti
segera terwujudnya kehidupan yang lebih
baik bagi masyarakat, otonomi daerah
memerlukan terbentuknya sejumlah kon-
disi kelembagaan yang responsive dalam
mengelola kewenangan baru yang dite-
rimanya, aparatur yang terampil dan

masyarakat yang siap dan kreatif dalam
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memanfaatkan peluang-peluang yang ter-
buka. Itulah sebabnya maka penyerahan
kewenangan dari pusat ke daerah akan
disesuaikan dengan kebutuhan, kemam-
puan dan kemanfaatannya.

Oleh karena itu pemerintah daerah se-
karang ini membutuhkan lebih banyak
aparatur profesional yang dapat menaga-
ni tugas-tugas pemerintahan, pembangu-
nan dan pelayanan masyarakat berdasar-
kan keahlian yang profesional. Semakin
tinggi kualitas Sumberdaya Manusia di
Pemerintah Daerah, semakin baik pela-
yanan publik Pemerintah Daerah yang
bersangkutan. Untuk membentuk apara-
tur yang profesional maka dipelukan pen-
didikan dan pelatihan agar dapat men-
jalankan tugas dan fungsinya sehingga
pelayanan kepada masyarakat dapat
berkualitas. Pentingnya program pendidi-
kan dan pelatihan pada aparatur peme-
rintah daerah adalah disadari bahwa
pendidikan lewat jalur sekolah, baik pen-
didikan umum maupun pendidikan Kke-
juruan pada dasarnya belum menyedia-
kan tenaga kerja yang siap pakai dalam
arti siap untuk bekerja dan mengisi
lowongan kerja yang disediakan oleh
pemakai (pemerintah). Oleh sebab itu,
tujuan pengembangan sumber daya
manusia melalui program pendidikan dan

pelatihan adalah untuk membina apa-
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ratur sehingga bekerja efektif, efisien,
trampil, produktif dan inovatif.

Disamping aspek pengetahuan, sikap,
keterampilan dan perilaku yang dibina
melalui program pendidikan dan pelatih-
an terdapat pula faktor lain dalam pe-
ningkatan kualitas pelayanan publik yaitu
motivasi kerja. Dimana Faktor motivasi
kerja juga dapat mempengaruhi kualitas
pelayanan karena motivasi tersebut dapat
mempengaruhi perilaku seorang pegawai
dalam bekerja. Seorang pegawai akan
memiliki motivasi kerja yang tinggi apa-
bila mereka merasa bahwa keinginan dan
kebutuhannya terpenuhi. Tanpa adanya
motivasi kerja yang tinggi, maka pegawai
tidak akan menghasilkan kualitas pela-
yanan yang tinggi dalam melaksanakan
tugas dan pekerjaan yang menjadi tang-
gung jawab mereka.

Jumlah aparatur yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat masih
sangat minim hal ini dapat di lihat dari
jumlah pegawai yang hanya mencapai 17
orang saja. Disamping itu dapat juga di-
ketahui bahwa tingkat pendidikan apara-
tur pada Dinas kependudukan dan Cata-
tan Sipil Kota Baubau dapat dikatakan
masih rendah hal ini dapat dilihat dari
perbandingan jumlah dan persentase
aparatur antara aparatur yang ber-

pendidkan SMU (7 orang dan 41.176%)
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dan aparatur yang berpendidikan S1 (8

orang dan 47.059%) hampir sebanding,

sedangkan jumlah dan persentase apa-
ratur untuk pasca sarjana yang dpat
mendukung pelaksanaan otonomi daerah

hanya (2 orang dan 11.765%)

Melihat kondisi awal diatas dapat di
pahami bahwa pegawai Dinas Kependu-
dukan dan Catatan Sipil Kota Baubau
masih sangat kurang untuk melayani
masyarakat kota baubau sehingga kurang
mendukung dalam pelaksanaan otonomi
daerah. Oleh kerena itu dalam melaksana-
kan tugas dan fungsinya Dinas Kependu-
dukan dan Catatan Sipil Kota Baubau
menggunakan tenaga honorer yang relatif
lebih banyak dari pada PNS sehingga
mereka penjadi tulang punggung pelaya-
nan publik dan tenaga honorer tersebut
lebih dominan sebagai operator pelaya-
nan yang dibekali dengan pelatihan kom-
puter.

Tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah sebagai berukut :

a. Untuk mengetahui besarnya pengaruh
pendidikan dan pelatihan serta moti-
vasi kerja pegawai terhadap kualitas
pelayanan publik

b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh
pendidikan dan pelatihan pegawai ter-

hadap kualitas pelayanan publik
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Untuk mengetahui besarnya pengaruh
motivasi kerja pegawai terhadap kua-

litas pelayanan publik

Teori-teori yang mendasari penelitian

1. Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa ahli mengemukakan
tahapan proses pendidikan dan pe-
latihan, salah satunya adalah Benardin
dan Russel (1993:297) yang menga-
takan bahwa bentuk pelatihan dalam
organisasi ada 3 (tiga) tahap yaitu:

a. Penilaian Kebutuhan (Need
Assessment)

b. Analisis Organisasi

c. Anasisis Jabatan

d. Analisis Individu

. Motivasi Kerja

Motivasi kerja sangat erat kai-
tannya dengan kegiatan atau tindakan
yang dilakukan dapat menyebabkan
seorang pegawai mau bekerja dengan
baik, ikhlas dan penuh semangat se-
hingga dapat tercapai hasil kerja yang
maksimal. Secara konseptual, istilah
motivasi telah mendapatkan banyak
pengertian dari para ahli seperti yang
dikemukakan oleh Atkinson dalam
William G. Scott (1971:80) bahwa Ke-
kuatan motivasi itu, adalah suatu
fungsi dari tiga variabel yang dijelas-

kan sebagai berikut :
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motivasi = f (motif x pengharapan x
insentif). Istilah tersebut berarti sama
dengan:

a. Motif menunjukkan kecenderung-
an yang umum dari individu untuk
mendorong pemuasan kebutuhan.
[a mewakili kepentingan tentang
pemenuhan kebutuhan ;

b. Pengharapan adalah kalkulasi
subjektif tentang tindakan ke-
mungkinan tertentu yang akan
berhasil dalam memuaskan kebu-
tuhan (mencapai tujuan) dan

c. Insentif adalah kalkulasi subjektif
tentang nilai pengharapan bagai

pencapaian tujuan).

3. Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang di-
selenggarakan pemerintah, walau tidak
bertujuan untuk mencari keuntungan
(profit) namun tidaklah harus menga-
baikan kualitas pelayanan yang diberi-
kan. Pelayanan yang diberikan kepada
tetap harus mengutamakan kualitas
layanan yang sesuai dengan tuntutan,
harapan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Parasuraman dkk
(1990:26) ada lima dimensi pokok
kualitas pelayanan yaitu :

a. Bukti langsung (tangibles), meli-
puti fasilitas fisik, perlengkapan,

pegawai dan sarana komunikasi
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b. Keandalan (reability), yakni ke-
mampuan memberikan pelayan-an
yang dijanjikan dengan segera,
akurat dan memuaskan

c. Daya tanggap (responsiveness), ke-
inginan para staf untuk membantu
para pelanggan dan memberikan
pelayanan dengan tanggap

d. Jaminan (assurance), mencakup
pengetahuan, kemampuan, keso-
panan dan sifat yang dipercaya,
bebas dari bahaya resiko atau
keragu-raguan

e. Empati (emphaty), meliputi kemu-
dahan dalam melakukan hubungan,
komunikasi yang baik, perhatian
pribadi dan memahami kebutuhan

para pelanggan.

II. METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini, maka desain
yang digunakan adalah desain analitik
korelasional bertujuan untuk meneliti
sejauh mana pengaruh variabel bebas
terhadap variabel tergantung. Penelitian
bermaksud menjelaskan hubungan kausal
antara variabel-variabel melalui penguji-
an hipotesis. Melalui metode ini dapat
dijelaskan peristiwa, fenomena dan hal-

hal yang berkenaan dengan pengaruh
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pendidikan dan pelatihan serta motivasi
kerja pegawai negeri sipil terhadap kuali-
tas pelayanan publik pada Dinas Kepen-
dudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau.

Dalam penelitian ini terdapat 3
(tiga) variabel yaitu 2 (dua) variabel
bebas dan 1 (satu) variabel terikat. Varia-
bel bebas dalam penelitian ini adalah
Variabel Pendidikan dan pelatihan (X1)
dan Variabel Motivasi Kerja Pegawai (X2)
sedang Variabel Kualitas Pelayanan
Publik (Y) merupakan variabel terikat
atau variabel yang dipengaruhi oleh
variabel bebas.
B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ada-
lah seluruh PNS dan tenaga honorer yang
telah mengikuti pelatihan komputar dan
memiliki masa kerja 1 (satu) tahun pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Bau-Bau. Sampel dari penelitian ini
adalah keseluruhan dari jumlah populasi.
Hal ini didasarkan atas pendapat
Arikunto (1999:107) yakni apabila sub-
jeknya kurang dari 100 lebih baik diambil
semua sehingga sampel penelitiannya
merupakan populasi. Adapun jumlah PNS
yang menjadi sampel adalah 16 dan
tenaga honorer yang telah mengikuti
pelatihan computer sebanyak 11 orang.
Jadi jumlah keseluruhan sampel adalah

27
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C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang di-

pergunakan oleh penulis terdiri dari :

1. Data primer yaitu data utama dalam
penelitian yang diperoleh melalui
Kuesioner dan pedoman wawancara.

2. Data sekunder yaitu data tambahan
untuk melengkapi data primer yang
diperoleh melalui wawancara dan
dokumen yang berkaitan dengan ma-
salah penelitian ini.

Dalam penelitian ini sumber data
berasal dari masyarakat penerima pelaya-
nan dan seluruh pegawai di Dinas Kepen-

dudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau.

D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan berbagai
data, dan informasi, maka digunakan tek-
nik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Pemberian Kuesioner
Teknik pengumpulan data melalui
penyebaran daftar pertanyaan (ang-
ket) yang bersifat tertutup dimana
setiap pertanyaan sudah disediakan
alternatif jawaban, sehingga res-
ponden tinggal memilih salah satu
alternatif jawaban yang dianggap
sesuai dengan kenyataan.
2. Wawancara
Wawancara langsung secara men-

dalam (indepth interview), yakni suatu
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dialog/tanya jawab yang penulis
lakukan terhadap nara sumber sebagai
informan secara mendalam untuk
memperoleh data primer yang objektif
dan faktual tentang permasalahan
yang diteliti. Informan tersebut berasal
dari masyarakat dengan jumlah 10
Orang
3. Studi Dokumentasi
Dilakukan dengan cara mempela-
jari dan mencatat bahan-bahan baca-
an, makalah, jurnal, dokumen dan
laporan-laporan, serta bahan-bahan
lain yang berkaitan dengan variabel
penelitian.
E. Teknik Analisis Data
Sebelum menganalisis data, penu-
lis melakukan pengujian terhadap alat
ukur yang digunakan (kuesioner) melalui
uji validitas dan uji reliabilitas agar data
yang diperoleh diakui kebenarannya
(valid) dan mampu memberikan hasil
ukur yang terpercaya (reliabel). Kemu-
dian data yang dihasilkan melalui instru-
men penelitian diolah dan diinter-pretasi
dalam bentuk uraian secara sistematis
dan faktual menggunakan analisis
Structural Equation Modeling (SEM)
berbantuan Program Lisrel (Linear
Structural Relationship).
Data yang dihasilkan melalui ins-

trumen penelitian diolah dan diinterpre-
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tasi dengan menggunakan analisis

Structural Equation Modeling (SEM)

berbantuan Program Lisrel (Linear
Structural Relationship). Dalam analisis
ini, variable-variabel penelitian diklasifi-
kasikan ke dalam dua jenis, yaitu variabel
Laten (Latent Variable) dan Variabel
Teramati (Observed atau Measured atau
Manifest Variable). Variabel laten dalam
penelitian ini terdiri variable Ilaten
endogen yakni pendidkan dan pelatihan

(X1) dan motivasi kerja pegawai (Xz), dan

Pendidikan dan
pelatihan
/
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variable laten eksogen yakni kualitas
layanan publik (Y).

Dalam kajian teori diungkapkan sim-
pul-simpul pemikiran, bahwa pendidikan
dan pelatihan serta motivasi kerja akan
berpengaruh terhadap kualitas pelaya-
nan. Pendidikan dan pelatihan yang baik
mempunyai pengaruh terhadap kualitas
pelayanan. Demikian pula motivasi kerja
yang baik akan berpengaruh ter-hadap
kualitas pelayanan. Simpul-simpul pemi-

kiran ini digambarkan sebagai berikut:

Kualitas Layanan

Gambar 1. Tata Hubungan antar Variabel

Dalam SEM, hubungan antar variable di atas dinyatkan sebagai berikut.

O

P21

Gambar 2. Model Struktural Antar Variabel Laten

Oleh karena variabel-variabel di atas
merupakan variabel laten yang unobser-

vable, maka untuk menguji hubungan

struktural varibel-variabel di atas diperlu-
kan variabel-variabel terukur (manifest).

Variabel laten pendidikan dan pelatihan
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(X1) diukur melalui 3 variabel manifest

yakni  variable analisis kebutuhan,

pengembangan program diklat, dan
evaluasi. Variabel laten motivasi kerja (X2)
diukur melalui 3 variabel yakni variable
motif, harapan, dan insentif sedangkan
variabel laten kualitas pelayanan (Y)
diukur melalui 5 buah variable yaitu,
variable keandalan, ketanggapan, jaminan,
emapti, dan bewujud.

Selanjutnya, variable-variabel teramati

dihubungkan dengan variable laten yang
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hubungan dalam analisis faktor dengan

menempatkan variabel-variabel laten

sebagai faktor/konstruk dan variabel
manifest sebagai komponen faktor. Pada
model pengukuran X ada dua faktor yang
diukur oleh variabel-variabel manifest X,
yakni faktor pendidikan dan pelatihan
serta factor motivasi kerja. Pada model
pengukuran Y, hanya ada satu faktor yang
diukur oleh variabel-variabel manifest Y,
yakni faktor kualitas pelayanan public.

Kedua model pengukuran ini berturut-

bersesuaian melalui model pengukuran. turut disajikan dalam Gambar 2 dan
Model pengukuran ini merupakan desain Gambar 3

61 —P X1

Oy —> X2

)

3 ) X

ds —¥ X

4 4 'N

85 — X5 7\4\(';? gz

%% —>| X Mx62

Gambar 3. Model Pengukuran X
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Gambar 4. Model Pengukuran Y
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Ketiga model di atas (Gambar 2, 3, dan 4) dapat dinyatakan ke dalam model

struktural dasar (basic model), seperti dalam Gambar 5.

z
) Axa1 7 &
1= ¥
2>y, o &1 &5 Y2 |le—e
37 X x31 1L Myar ys |e—€a
¢21 7\«x31
84—> X4
2 Y Axal Y4 «—Cy
8 Xs N & M1 Vs  je—es
_’,
d6 %1 e
Gambar 5. Structural Basic Model
Keterangan:
X1 = Variabel manifest analisis kebutuhan X4 = Variabel manifest motif (Mtf)
(AnKeb) X4 = Variabel manifest harapan (Hrpn)
X2 = Variabel manifest pengmbangan X4 = Variabel manifest insntif (Instf)
program diklat (PePodi) & = Variabel latent motivasi kerja
x3 = Variabel manifest evaluasi (Eval) (MotKer)
& = Variabel latent Pendidikan dan Axgj = Muatan faktor variabel manifest xq

Pelatihan (PenPel)
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pada faktor ke-j, 9 =1,2,3,4,5,6 ; ] =
1,2

8¢ = Kesalahan pengukuran variabel
manifest X4, 9 =1,2,3,4,5,6

d21 = Kovarian antar variabel &; dan &;

Y1

Y2

Variabel manifest keandalan(KendlIn)

Variabel manifest ketanggapan
(Ktngpn)

Oleh karena variabel-variabel di atas
merupakan variabel laten yang unobser-
vable, maka untuk menguji hubungan
struktural varibel-variabel di atas diperlu-
kan variabel-variabel terukur (manifest).
Variabel laten pendidikan dan pelatihan
(X1) diukur melalui 3 variabel manifest
kebutuhan,

yakni  variable analisis

pengem-bangan program diklat, dan
evaluasi. Varia-bel laten motivasi kerja
(Xz) diukur melalui 3 variabel yakni
variable motif, harapan, dan insentif
sedangkan  variabel laten  kualitas
pelayanan (Y) diukur melalui 5 buah
variable yaitu, variable keandalan, ke-

tanggapan, jaminan, emapti, dan bewujud.

F. Hipotesis-Hipotesis yang Diuji

Ada dua Kklasifikasi hipotesis yang
diuji dalam model struktural, yakni
hipotesis mayor dan hipotesis-hipotesis

minor.
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ys = Variabel manifest Jaminan (Jmnn)

ya = Variabel manifest empati (Empt)

ys = Variabel manifest berwujud (Brwjd)

n = Variabel latent kualitas layanan
(KltsLyn)

gp = Kesalahan pengukuran variabel

manifest y,, p =1,2,3,4,5,6

Hipotesis Mayor

Diduga bahwa “pendidikan dan
pelatihan secara bersama-sama dengan
motivasi kerja mempengaruhi kualitas
pelayanan publik”. Hipotesis statistik yang
diuji untuk model struktural adalah:

Ho: £-S =0

Hipotesis ini diuji pada taraf
signifsikansi o = 0,05. Jika statistik

2 yels ey s
X112(p+a) p+g+D)—tie memiliki nilai p (p-value)

> 0,05, maka berarti model struktural
dianggap cocok atau didu-kung oleh data
amatan, atau dengan kata lain dugaan
bahwa pendidikan dan pelatihan serta
motivasi kerja memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kualitas pelayanan

publik tidak ditolak.
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Hipotesis Minor

Hipotesis minor didasarkan pada
hubungan antara variabel independen dan
variabel dependen berupa efek yang
terjadi dalam tata hubungannya, baik efek
langsung maupun efek tidak langsung.

Hipotesis minor yang diuji adalah sebagai

berikut:

a) Pendidikan dan pelatihan pegawai
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kualitas pelayanan publik

b) Motivasi kerja pegawai memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap
kualitas pelayanan publik
Kedua hipotesis minor di atas diuji

secara terpisah dengan menggunkan

statistik t yang dalam program Lisrel ini
didasarkan pada nilai t (t-value). Kriteria
pengujian adalah, jika t-value > 1,96 maka
efek variabel independen terhadap
variabel dependen dikatakan bermakna,
dan jika t-value < 1,96 maka efek yang ada

tidak bermakna.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Secara Geografis Kota Baubau terletak di
bagian selatan Provinsi Sulewesi Teng-
gara, dengan posisi koordinat sekitar
05°15’ hingga 05°32’ Lintang Selatan dan

122°30° sampai 122°46’ Bujur Timur.
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Baubau menduduki peringkat ke-8 sebagai
kota terbesar di Sulawesi berdasarkan
jumlah populasi tahun 2010 atau urutan
ke-2 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hasil

tahun 2006 berjumlah 122.339 jiwa. Dari

registrasi penduduk pada akhir

jumlah tersebut, terdapat jumlah pendu-
duk laki-laki sebanyak 57.027
(46,61%) dan perempuan 65.312 jiwa

jiwa

(53,39%). Ber-dasarkan sensus penduduk
tahun 2010 jumlah penduduk Kota
Baubau sebanyak 137.118 jiwa, dengan
kepadatan sebesar 1.113 per km? dan
pertumbuhan sebesar 2,975% per tahun.
Secara fisik Wilayah Kota Baubau
meliputi  batas-batas

Nomor 13 Tahun 2001):

(Undang-Undang

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan
Kecamatan Kapontori

2. Sebelah Timur Berbatasan dengan
Kecamatan Pasarwajo

3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan
Kecamatan Batauga

4. Sebelah Barat Berbatasan dengan
Selat Buton

Awalnya, Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil masih bergabung dalam

Badan Keluarga Berencana dan Catatan

Sipil, namun berdasarkan Perda No.

2/2008 tentang Tata Kerja Dinas Daerah

Kota Baubau, maka Badan Keluarga Beren-
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cana dan Catatan Sipil kemudian dipisah-

kan, menjadi Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil. Pemisahan ini kemudian

ditindak lanjuti dengan pelantikan pega-

wai, sehingga dilantik Pejabat Eselon II, III,

dan 1V, Tindak lanjut dari PP no. 1/2007

tentang pedoman organisasi Perangkat

Daerah

Pelayanan publik di Kantor Ke-
pendudukan dan Catatan Sipil Kota Bau-
bau terdiri dari penerbitan kartu tanda
penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) akta
kelahiran, akta kematian, akta pernikahan,
dan akta perceraian.

B. Uji Hipotesis

1. Kriteria Hasil Analisis
Ada beberapa kriteria tambahan yang

harus diperhatikan untuk memberikan

dalam interpretasi hasil analisis program

Lisrel, yakni:

1. Model dikatakan cocok atau didukung
oleh data amatan jika nilai p (p-value)
dari statistik 2 lebih besar dari nilai a
yang ditentukan, yakni jika p-value >
0,05.

2. Statistik Goodness-of-fit Indek (GFI)
memiliki nilai yang besar atau
mendekati 1

3. Root Mean Square Residual (RMR) yang

kecil, mendekati nol semakin baik
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4. Kestabilan system dengan indeks

stabilitas Largest Eigenvalue of B*B'
yang kecil (mendekati 0)

5. Kriteria khusus untuk menguji keber-
maknaan efek variabel independen ter-
hadap variabel dependen digunakan
Kriteria nilai kritis t = 1,96. Jika t-
value> 1,96, maka berarti efek yang
timbul dikatakan bermakna, sedang-
kan sebaliknya dikatakan tidak ber-
makna.

Dalam lampiran hasil analisis di-
peroleh p-value sebesar 0.71803 (lebih
bersar dari 0,05), nilai GFI sebesar 0,95
(mendekati 1), nilai RMR sebesar 0.085
(mendekati 0), dan besarnya indeks sta-
bilitas Largest Eigenvalue of B*B' sebesar
0,073 (mendekati 0). Berdasarkan hal ini,
maka hasil analisis program Lisrel secara
umum menerima model-model yang diaju-
kan (model pengukuran X, model pengu-
kuran Y, dan model structural), dengan
indeks kecocokan model yang besar se-
kaligus dengan kasalahan baku estimasi
yang kecil, serta memiliki stabilitas hasil
estimasi parameter yang tinggi (hasil
estimasi parameter dalam iterasi-iterasi
selanjutnya tidak mengamai banyak
perubahan, atau cenderung stabil).

2. Estimasi Parameter Model

Pengukuran X

Vol. 1 No. 1 April 2016 97



Jurnal IImu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah

Hasil estimasi parameter dalam model
pengukuran X menunjukkan bahwa nilai
statistik 2 pada derajad kebebasan (db)
42 sebesar 36.32 dengan p-value sebesar
0.71803. Dengan demikian disimpulkan

bahwa variabel manifest X mengukur dua
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factor, yakni faktor pendidkan dan pelatih-
an dan faktor motifasi kerja. Hasil estimasi
parameter model pengukuran X disajikan
dalam Gambar 5, sedangkan nilai statistik
untuk

t (t-value) setiap parameter

disajikan dalam Gambar 6

0. 1= AnKeb
1. 00
o o8
— [=] o=
o.=26 —-[ Ewval l-"‘

1. 00

|

o
[a]

\

a. =

)

i)

Chi-—-Sguare=3c.32,

P—wvalue=—0 .

FT1lso3, FMESEA O . OO0

Gambar 5. Estimasi Parameter Model Pengukran X

Chi-Sguare—3&6.3232, QGAf=42,

B aliae

DL Flaeaz, EMSEA (n e Tale]

Gambar 6. Nilai t setiap Parameter dalam Model Pengukuran X

Nilai statistik t (t-value) berkaitan
dengan muatan-muatan faktor dan varian
kesalahan di atas semuanya lebih besar dari
1,96 (dalam Gambar 6), yang berarti bahwa
secara meyakinkan faktor Pendidikan dan
pelatihan dipengaruhi oleh variabel analisis

kebutuhan, pengembangan program diklat

dan evaluasi. Sedangkan faktor motivasi
kerja dipengarui oleh motif, harapan dan
insentif. Namun demikian korelasi antar
faktor (0,11) dan tidak signifikan (t=0,51
<1,96).
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3. Estimasi Parameter Model
PengukuranY
Hasil estimasi parameter dalam

model pengukuran Y menunjukkan bahwa
nilai statistik y? pada derajad kebebasan
(db) 42 sebesar 36.32 dengan p-value
sebesar 0.71803. Dengan demikian di-
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simpulkan bahwa variabel manifest Y
mengukur factor, kualitas pelayanan. Hasil
estimasi parameter model pengukuran Y
disajikan dalam Gambar 7, sedangkan nilai
statistik t (t-value) untuk setiap parameter

disajikan dalam Gambar 8.

Endln =0 . 17
1.00
. Kinggpn |—=0.3=2
—— _o.s="
0.93— KltsLyn Je—
— ___>\\"- . 0.85__
\‘ - Jmn ——-0 . 42
™0, 97
\\. ~—
o.83
\\\ ——- . 22
.
.
= -
Chi-—Sguare=36.32, df=42, P-value=0_,718032, RMSEA-OQO.,O0O0OQ

Gambar 7. Estimasi Parameter Model Pengukuran Y

Chi-—-—Sguare=3&a.32, df=42,

=-es

=, 1=

——s .z

s.25
Empt ———=. 52

——s ., 33

P-wvalue=0.71803, RMSEARA=0.00O0

Gambar 8. Nilai t setiap Parameter dalam Model PengukuranY

Nilai statistik t (t-value) berkaitan dengan
muatan-muatan faktor dan varian-varian
kesalahan di atas semuanya lebih besar
dari 1,96, yang berarti bahwa secara

meyakinkan faktor kualitas pelayanan di-

pengaruhi oleh variabel keandalan, ke-

tanggapan, jaminan, emapti dan bewujud.

4. Pengujian Hipotesis Mayor
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Hasil estimasi parameter struc-
tural basic model disajikan dalam gamber
13. Hasil estimasi parameter model
struktural menunjukkan bahwa nilai
statistik y2 pada derajad kebebasan (db)
42 sebesar 36.32 dengan p-value sebesar
0.71803 Ini berarti Ho: X - S = 0 tidak

ditolak. Dengan demikian bahwa model

struktural hubungan antar variabel laten
Pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja
dengan kualitas layanan publik didukung
oleh data amatan atau dengan kata lain
bahwa pendidikan dan pelatihan secara
bersama-sama dengan motivasi kerja

mempengaruhi kualitas layanan publik

1.00

b
e

o.16| PePodi = - _.
.92 To.sz__

0. 26 Eval -
0.61
0.00 100 _ASHEERSEN)
0. aD
s
0.32 "
Chi-Sguare=36.32, df=42, P-value=0.71803

3, RMSEA=0.000

Gambar 9. Estimasi Parameter Structural Basic Model

4. Pengujian Hipotesis Minor langsung, maupun efek total dianalisis

Berdasarkan gambar estimasi parame- dengan menggunakan uji statistik t yang

ter pada model structural, untuk menge- pada hasil analisis program Lisrel didasar-

tahui efek setiap variabel terhadap variabel kan pada nilai t-value setiap efek yang ada.

lainnya baik efek langsung, efek tidak

i Souare TE .32, S B 42, P—wva

S RltsLyn )=—=o.15
—_—

lue=0. 71803, RMESEA—OD_. OO0

Gambar 10. Estimasi Parameter Model Struktural
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Gambar 11. Nilai t setiap Parameter dalam Model Struktur

Pengujian hipotesis-hipotesis minor di-
dasarkan pada parameter gamma (y).
Parameter gamma merupakan indeks
yang menyatakan efek langsung antara va-
riabel laten eksogen terhadap variabel
laten endogen. Dalam analisis ini yaitu
parameter y11, yang menyatakan efek lang-
sung variabel pendidikan dan pelatihan
terhadap kualitas layanan publik, serta yz1,
yang menyatakan efek langsung variabel
motivasi kerja terhadap kualitas layanan
publik.  Analisis program Lisrel untuk

parameter y seperti dibawah ini.

Total and Indirect Effects
Total Effects of KSI on ETA

PenPel MotKer
KltsLyn 0.52 0.61

(0.12) (0.11)

4.51 5.81

Hasil analisis program Lisrel di atas
nampak bahwa nilai parameter y11 sebesar
0,52 dengan t-value 4.51 > 1,96, dan y21
sebesar 0,61 dengan t-value = 5,81 > 1,96.
Berdasarkan hal ini maka : (1) Efek lang-
sung pendidikan dan pelatihan terhadap
kualitas layanan publik sebesar 52,00%,
dan efek langsung ini dinyatakan bermak-
na.

(2) Efek langsung motivasi kerja

terhadap kualitas layanan publik sebesar

61,00%, dan efek langsung ini juga di-
nyatakan bermakna.

Hasil Uji Hipotesis Mayor menunjuk-
kan bahwa model structural dengan nilai
statistik 2 pada derajad kebebasan (db)
42 sebesar 36.32 dengan p-value sebesar
0.71803. Dengan demikian bahwa pendi-
dikan dan pelatihan secara bersama-sama
dengan motivasi kerja mempengaruhi
kualitas layanan publik.

Untuk mengetahui efek setiap varia-
bel terhadap variabel lainnya baik efek
langsung, efek tidak langsung, maupun
efek total dianalisis dengan uji hipotesis
minor menggunakan uji statistik t yang
pada hasil analisis program Lisrel didasar-
kan pada nilai t-value setiap efek yang ada.
Berdasarkan hal tersebut nampak bahwa
nilai parameter y11 sebesar 0,52 dengan t-
value 4.51 > 1,96, dan y21 sebesar 0,61
dengan t-value = 5,81 > 1,96 maka efek
langsung pendidikan dan pelatihan terha-
dap kualitas layanan publik sebesar
52,00%, dan efek langsung dan efek lang-

sung motivasi kerja terhadap kualitas

layanan publik sebesar 61,00%.
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Oleh karena itu hipotesis yang diaju-
kan yaitu melalui uji hipotesis mayor maka
semakin kuat pendidikan dan pelatihan
serta motivasi kerja pegawai akan semakin
meningkat kualitas pelayanan publik dapat
diterima.

Sedangkan melalui uji hipotesis minor
maka semakin kuat pendidikan dan pelati-
han akan semakin meningkat kualitas
pelayanan publik dapat diterima dan
semakin baik motivasi kerja yang diberi-
kan pada pegawai akan semakin meningkat
kualitas pelayanan publik dapat diterima.

Secara umum pegawai bagi sebagian
besar masyarakat penerima layanan dapat
menunjukkan perannya sebagai pelayan
masyarakat dengan baik. Keadaan ini akan
memberi kepuasan kepada sebagian ma-
syarakat sehingga mereka tidak mengeluh
dengan pelayanan yang diberikan karena
pertimbangan terhadap kepentingan ma-
syarakat menjadi prioritas. Sedangkan
sebagian kecil masyarakat penerima laya-
nan merasa kecewa terhadap pelayanan
pegawai dalam memberikan pelayanan
publik karena pegawai tidak menunjukkan
nilai-nilai budaya yang kuat sebagai pan-
dangan dan falsafah dalam bekerja.

Seharusnya persepsi pegawai ter-
hadap pelayanan publik sudah menjadi pe-
mahaman yang objektif dan harus menjadi

prioritas dalam proses pelayanan bagi se-
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luruh masyarakat. Pegawai harus mampu
memperlihatkan pelayanan yang berorien-
tasi pemahaman dirinya sebagai pelayan
masyarakat tanpa pilih kasih. Pelayanan
kepada masyarakat hendaknya dipandang
sebagai kegiatan rutinitas yang harus di-
kerjakan setiap waktu dan tepat waktu.
Persepsi pegawai terhadap pela-
yanan kepada masyarakat masih terbatas
pada pemehaman konseptual tentang pe-
layanan tersebut yang lebih cenderung
memperlihatkan pemahaman yang kaku
dan berorientasi pada tugas dan tanggung
jawab kepada atasan. Kedangkalan makna
ini, sangat berpengaruh terhadap tujuan
dan aktifitas penyelenggaraan pelayanan
publik. Bagi masyarakat, pelayanan itu
terselenggara ketika tugas dan hasil pro-
duksi aparat pemerintah selesai. Tidak
pernah terpikirkan, apakah seluruh rang-
kaian tugas tersebut sudah memenuhi
standar keinginan dan kualitas yang diha-
rapkan masyarakat. Modal utama pelayan-
an yang diberikan adalah melakukan pe-
layanan tersebut sesuai dengan aturan
yang berlaku. Persoalan apakah peraturan
tersebut akan mempersulit masyarakat,
belumlah menjadi soal bagi mereka.
Pemahaman ini terjadi karena infor-
masi dan sosialisasi yang tidak efektif
tentang posisi pegawai yang langsung

berhubungan dengan kualitas pelayanan
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kepada masyarakat. Pola kepemimpinan
sentralistik dengan manajemen yang kaku
membuat pola tersebut tumbuh subur.
Masyarakat yang cenderung ingin mudah
berurusan mampu merubah hal ini
menjadi ladang yang efektif bagi tumbuh-
nya budaya korupsi dan kolusi.

Model kerja pegawai yang terlalu
berorientasi kepada kegiatan atau rutini-
tas (activity) dan pertanggungjawaban
formal (formal accountability) telah mem-
pengaruhi sistem kerja yang dipergunakan
dalam kegiatan pelayanan publik. Pelayan-
an yang diharapkan masyarakat kurang
berkualitas, disamping pekerjaan-pekerja-
an yang menjadi wewenang pegawai da-
lam organisasi pemerintah menjadi ku-
rang menantang dan kurang menggai-
rahkan karena yang paling menonjol ter-
lihat adalah pelayanan dengan pencapaian
target dan ditentukan oleh atasan. Ke-
inginan untuk menciptakan rasa aman
dari tekanan pemerintah di tingkat atas,
mengakibatkan aparat pemerintah cen-
derung mengabaikan tuntutan masyarakat
terhadap pelayanan.

Orientasi tugas dengan tuntutan tar-
get melalui laporan-laporan formal kepada
atasan mendominasi pertimbangan per-
timbangan pelayanan yang diberikan men-
jadi kurang berkualitas. Secara ekstrem

dapat dikatakan bahwa pertimbangan ter-

ISSN : 2503-4685

hadap kepentingan masyarakat menjadi
terkesampingkan dibandingkan dengan
kegiatan dan pertanggungjawaban formal
kepada atasan. Dengan model seperti itu,
makna pelayanan publik tidak saja menja-
di kabur, tetapi malah menjadi pelayanan
terbalik.

Sistem manajemen pemerintah yang
berorientasi kepada tugas dan pekerjaan
membawa pengaruh bagi pegawai pada
hasil produksi dan kualitas pelayanan
publik. Hambatan-hambatan tersebut ti-
dak terlepas dari sistem dan prosedur
kerja yang diterapkan dalam organisasi
pemerintah yang condong pada rasa takut
pada atasan. Keharusan untuk mencapai
target yang dibebankan oleh atasan akan
mengorbankan cara kerja yang efisien,
efektif dan produktif menurut budaya
kerja yang kuat dalam pencapaian tujuan
akhir.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih
terdapat ketidaksesuaian antara tugas
atau jabatan aparat pemerintah yang
diemban dengan latar belakang pendidi-
kan dan pelatihan yang dimilikinya. Secara
teoritis fenomena ini masih agak jauh dari
prinsip the right man on the right place.
Hal ini didukung oleh pendapat sebagian
pejabat Pemerintah Kota Baubau yang
mengatakan bahwa tidak terlalu penting

untuk menempatkan pegawai yang sesuai
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dengan latar belakang pendidikan dan
pelatihannya, karena kemampuan sese-
orang dalam pekerjaan tertentu dapat
dibentuk melalui proses belajar di unit
instansi sambil bekerja. Akan tetapi bagai-
manapun juga jika tugas seseorang dise-
suaian dengan latar belakang pendidikan
dan pelatihannya, maka tidak terlalu sulit
bagi pegawai untuk beradaptasi dengan
pekerjaan dan lingkungannya.

Di samping itu peran pemimpin
sangat penting untuk memotivasi pegawai
atau bawahannya melakukan tugasnya de-
ngan baik, penuh tanggungjawab dan
profesionalitas dalam menjalankan tata
laksana pelayanan karena merupakan sa-
lah satu aspek yang mempengaruhi mutu
layanan di Dinas Kependudukan dan Cata-
tan Sipil Kota Baubu. Ketatalaksanaan
yang tidak efisien dan tidak efektif meru-
pakan konsekuensi dari kurangnya keter-
bukaan dalam kegiatan pelayanan yang
berakibat kepada tidak produktifnya pega-
wai. Prosedur dan persyaratan yang ber-
belit-belit serta tidak adanya kepastian
menyangkut waktu, biaya maupun petugas
pelayanan. Tata laksana layanan yang
tidak ditunjang dengan sistem dan prose-
dur kerja yang baik, keterbukaan dan
kepastian itu pada gilirannya menyebab-

kan pelayanan menjadi tidak efisien, efek-
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tif dan produktif sesuai dengan dimensi
kualitas pelayanan publik.

Upaya perbaikan pegawai melalui
pendidikan dan pelatihan di Dinas Kepen-
dudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau
sangat diperlukan guna memberikan dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Upaya perbaikan itu sangat didorong oleh
proses perkembangan dan perubahan
yang terjadi di sekitar unit organisasi
pemerintahan yang berhubungan lang-
sung dengan proses pelayanan.

Bagi Dinas Kependudukan dan Cata-
tan Sipil secara khusus dan Pemerintah
Kota Baubau diharapkan mampu mengem-
bangkan kemampuannya dalam mengelola
manajemen pemerintahannya untuk me-
menuhi tujuan organisasi pemerintahan
yang telah ditetapkan. Dalam hal ini
masyarakat akan merasa sebagian dari
kebutuhan hidupnya telah terpenuhi, yang
berdampak kepada rasa percaya dan rasa
suka terhadap pemerintahan yang sedang
berjalan. Pegawai selaku unsur pelaksana
otonomi memiliki posisi yang sangat stra-
tegis dengan berbagai macam keteram-
pilan dan kemampuan profesional di
bidangnya masing-masing, mutlak harus
di bentuk melalui pendidikan dan pelatih-
an yang baik serta dorongan atau motivasi
kepada pegawai baik itu motivasi melalui

pimpinan dan motivasi yang sifatnya
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membangan seperti pemberian bonus,
penghargan dan lain sebagainya sangan
penting dalam menigkatkan proses pela-

yanan publik kepada masyarakat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengujian hipote-
sis mayor dan hipotesis minor dapat di-
simpulkan bahwa : (1) Pendidikan dan pe-
latihan serta motivasi kerja pegawai
memiliki pengaruh yang signifikan terha-
dap kualitas pelayanan publik. (2) Pendi-
dikan dan pelatihan pegawai memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kuali-
tas pelayanan publik. (3) Motivasi kerja
pegawai memiliki pengaruh yang signifi-
kan terhadap kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan kesimpulan di atas,
maka diberikan saran-saran sebagai beri-
kut : (1) Dalam rangka meningkatkan kua-
litas pelayanan publik yang baik maka
perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan
kemampuan dan keahlian pegawai. Pe-
ningkatan kemampuan pegawai dapat di-
lakukan melalui program pendidikan for-
mal yaitu mengirimkan pegawai baik
dengan ijin belajar maupun tugas belajar
untuk melanjutkan pendidikannya ke jen-
jang yang lebih tinggi. Sedangkan untuk
meningkatkan keahlian pegawai khusus-
nya dalam pelaksanaan tugas memberikan

pelayanan publik dapat dilakukan dengan
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melalui program pendidikan dan pelatihan
(diklat) baik diklat struktural (Diklatpim I
- IV) untuk meningkatkan kemampuan
manajerial, maupun diklat teknis fung-
sional dan kursus seperti Diklat Pelayanan
Prima, Kursus Komputer, Kearsipan, Ben-
daharawan, KMP dan TOT Manajemen Pe-
merintahan. (2) Dalam setiap upaya pem-
benahan organisasi, hendaknya pemerin-
tah daerah tidak hanya memfokuskan
pada perbaikan struktur organisasi saja
akan tetapi lebih memprioritaskan pada
upaya penambahan jumlah pegawai pada
setiap instansi, utamanya pada dinas ke-
pendudukan dan catatan sipil kota baubau
yang hanya mencapai 16 orang pegawai,
hal tersebut mempengaruhi mutu pelayan-

an yang diberikan.
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